@

BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2013

"TENTANG

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa hak atas kesehatan sebagai bagién dari hak asasi manusia dan o

- merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat -
‘manusia, serta menjadi modal sosial dalam mendukung kemajuan dan “ | ‘
penmgkatan kesejahteraan daerah, harus diwujudkan sesuai dengan -
. cita-cita bangsa Indonesia melalui upaya peningkatan Jamman kesehatan o

warga masyarakat secara terpadu, menyeluruh, dan berkesma_mbgngan
dengan tetap melibatkan warga masyarakat secara luas, serta mencakup *
upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; a S

. bahwa berhubung masih banyak warga masyarakat Ayan'g “belum o
merulqnau dan menJangkau pelayanan jasa kesehatan secara memadal, o |

maka perlu dilakukan program Jamman kesehatan secara merata kepada' E
seluruh warga masyarakat; K ' R
bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepas‘aan hukum
terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan Warga masyarakat maka |
perlu ditetapkan program tentang jaminan kesehatan daerah;

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupateh

~ Tapanuli Tengah tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten ‘ 3

Tapanuh Tengah.




* Mengingat: .

10.
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L.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam ngkungai’l Provihsi_ Sumatera I.
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); o

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lefnbaran Negdra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); | | ‘

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.‘ Negara B
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2003 Nomor 47, Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ‘ o
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaral |
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); :
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kédokteran K
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I] 1_6',.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); - |

. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah ‘

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) - °

sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undéng—Undéng
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

" Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara [

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemnbangan Keuangan -
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara . - -

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara ’.
Republik Indonesia Nomor 4438); ' | |
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara o

Republik Indonesia Nomor 5663);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran L

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor . 126, Tambahan .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



C11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarig Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembarén Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inddne"sia‘ Non-lor'

hY

- 5234); -

: 12.’ 'Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 'Pemerintahan ‘Daerah

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,- R

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 4593); - .
Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

14.

15,

- 16.

 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor |

4578), :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupatén/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik- .

Indo*leSLa Nomor 4737); _
‘Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsas1
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor,_

4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 N
tentang Orgamsas1 dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten o

o | Tapanuli Tengah;
©17.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER/ V/ 2011 '
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
336); | ‘ U
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MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : ' PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

_Dalarh Pératuran Bupati ini, yang dimaksud dengan:
'Daerah adalah Kabupaten Tapanuh Tengah; : o
. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuh Tengah dan Perangkat Daerah sebagalv |

- unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; .

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Tengah;

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuh Tengah;
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupat1 Tapanuli Tengah;

'Rumah ‘Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit -

" Uraum Daerah Kabupaten Tapanuh Tengah yang menyelenggaral«.an pelayanan
“kesehatan

. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaien Tapanuh Tenggsh,;
. :Dlnas Pendapatan Pengelola, Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuh Tengah

selan_]umya disingkat dengdn Dinas PPKKD;

| ) 10 Jarmnan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan jaminan - kesehatan

masyarakat yang berdasarkan atas asas bersama dan kekeluargaan yang

. berkesinambungan dan dengan mutu yang terjaxmn serta pembiayaan yang dilakukan ‘.

| secara pra upaya dan nirlaba;

Jarmnan Kesehatan Daerah yang selangutnya dlsmgkat Jamkesda adalah jaminan

: pemehharaan kesehatan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah melalui mekanisme -

13.

- asuransi kesehatan sosial, bersﬁat nirlaba. serta dlselenggarakan dengan pI‘lI‘lSlp—

=pr1ns1p Kendali mutu dan kendali biaya yang memadukan sumber pemeayaan dari
pemenntah Unit Pelaksana Teknis Dmas yang selargutnya d1s1ngkat UPTD adalah

" unsur pelaksana tugas teknis Dinas;
12,

o menyelenggarakan program Jamkesda; ! o
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya d1sebut BLUD adalah badan atau -
. instansi dﬂmgklmgan Pemermtah Kabupaten yang dlbentuk untuk membenkan
L pelayanan Ifepada masyarakat berupa penyedlaan barang dan atau jasa yang dl_]ual

Unit Penyelenggara Jamkesda adalah badan atau lembaga yang mengelola dan “



18
| tetap‘ diwilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah memenuhi ketentuan .

14,

.tanpa .mengutamakan raencari keuntlmgén dan dalam melaksanakan kegiatan

dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas;
PT. Askes (Persero} cabang sxbolga adalah Badan Penyelenggara JAMKESDA yang

s memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam perlindungan dan pemehharaan

keqchatan bagi penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah tanpa mengutamakan mencan '
keuntungan dan dalam melakbanakan keglatan dilaksanakan berdasarkan pnn31p

- efisiensi dan produktifitas; .,

. 15,

Pola Pengelolaan Keuangan Badan yanan Umum Daerah selanjutnya dlsebut PPK .

~ BLUD ada]ah pola pengelolaan keuangan yang membenkan fleksibilitas berupa
o keleluasaan untuk menerapkan praktek—praktek b1sms yang sehat untuk
o menmglmﬂ:an pelayanan kepada masyarakat delam rangka memagukan

: kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehldupan bangsa, sebagannana diatur

" 1e.

T

dalam . Peraturan Bupati ini, sebagal pengecuahan dan ketentuan pengelolaan
keuangan Negara pada umumnya; .

Penyelenggara Jamkesda adalah satuan kerja atau unit kexja yang diberi kewenangan
untuk menyelenggarakan program Jamkesda;

_Pembefl Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan |
‘kesehatan yaitu Puskesmau, Puskesmas Pembantu, Puskesmas thh_ng, Pos

Kesehatan Desa (Poskesdes), Dokter Keluarga, dan Rumah sakit, yang memenuhi

Syarat administrasi dan teknis serta telah memiliki kerjasama 'dengan Penyelenggara

Jamkesda untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda;

19.
o . Kepesertaan sebagai peserta Jamman kesehatan pada badan penyelenggara |
.20

Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Seﬁap orang yang beftempat tinggal

" peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda‘ .

Penduduk (KTP) dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga;
Peserta adalah setlap orang atau keluarga yang terdaftar dan merriliki kartu

Jenis pelayanan kesehatan adalah kumpulan paket pelayanan kesehatan yang
'dlselenggarakan penyelenggara jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka

- mehndung1 dan meningkatkan deraJat kesehatan masyarakat

.‘,_21

22,

Paket Pemeliharaan kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang
dlselenggarakan oleh penyelenggaxa Jamkesda untuk kepentmgan pescrta dalam
mngka melmdungl dan nenmgkatkan derajat kesehatan masyarakat

Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang .
dlbayar secara teratur oleh Pemenntah Kabupaten Tapanuh Tengah kepada

: penyelenggara Jamkesda untuk mendapatkan paket pemeliharaan kesehatan;



23 Bantuan Dana adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang
dlpergunakan sebagai pembayaran sebagian atau keseluruhan iuran peserta'
Jamkesda; -

24 Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; o

_25.Kas Dacrah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

" BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu
Maksud Jamkesda

Pasal 2

. Maksud dari Jamkesda adalah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatah -

terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan menggunakén_ |
prinsip asuransi kesehatan sosial untuk menjarhin seluruh rakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.

| Bagian Kedu_a
: Tujuan Jamkesda -
Pasal 3
(1) Tujuan umﬁm Jamkesda adalah terselenggaranya, p'embangunan. kesehatan
secara ‘terprogram, terpadu, ményeluruh (konprehensif], dan
-berkesmambungan serta berdaya guna dan berhasil guna bag1 Lercapamya '

'dera.]at kesehatan warga masyarakat yang setinggi- tmgglnya

o (2 Tujuan khusus Jamkesda adalah:

a. Membenkan kemudahan bagi warga masyarakat peserta Jamkesda untuk
mengakses jasa pelayanan kesehatan; '
~b. Mendorong peningkatan jasa pelayanan kesehatan yang sesuai standar

guna memenuhi pemenuhan kesehatan dasar warga masyarakat;
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, BAB III
| AZAS PRINSI? DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN
Bag1an kesatu
. Azas Penyelenggara’
" Pasal4

o  Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabup’ateﬁ Tapanuh Tengah diselengga.rakan
- berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi masyarakat

' Kabupatcﬁ Tapanuli Tengah dengan menérapkan prinsip-prinsip PPK-BLUD

'Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 5
Jamman ‘Kesehatan bag1 Penduduk Kabupaten Tapanuh Tengah d1selenggarakan

: berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berlku.t

Legotong royongan;
...'Nnirla‘ba;_ o

keterbukaan;

‘ kehati-hatian;

: >akuntabi1ita3°

portablhtas
- kepesertaan bersifat wa_]1b
. ‘dana Amanat; dan |
hasil Pengelolaan dana ‘jaminan kesehatan daerah di gunakan seluruhnya
untuk penngbangan program jaminan kesehatan bag1 penduduk Kabupatcn :

’["Lpa_nuh Tengah dan sebesar—besamya untuk kepéentingan peserta

Pasal 6 ,

Jamkeoda diselenggarakan untuk menjamm ‘pemeliharaan kesehatan bagi peserta

, 'dengan pelayanan yang berkesmambungan merata dan bermutu yang disusun

E dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan.

Bagian Ketiga
. Ruang Lingkup -
Pasal 7

‘Ruang hngkup Penyelenggara J amkesda meliputi :

a kepcoertaan
b manfaat dan hngkungan jaminan pelayanan kesehatan
‘kelembagaan;
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' 'shanya berlaku bagi penduduk yang belum mem1hk1 program- Jaxmnan,' )

)

' dlmak ud pada ayat (2), wajib mendaftarkan diri kepada Unit Penyelenggara s

“)
:)
6

N

pembenan pelayanan kesehatan (PPK),
iuran peserta;
' pengel_olaan keuangan;

pengelqlaan informasi; dan

. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KEPESERTAAN
| o , 4 Pasal 8 S A
Se{tia]';)-' penduduk Kabupa;en- Tapanuli Tengah wajib rﬁehgikuti program
Jamkesda. - _ -
Kewaﬂban menglkuu program Jamkesda sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

| kesehatan.

Bagi pvnduduk yang belum men1111k1 program jaminan kesehatan sebagalmana o

Jamkesda.

Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dnnaksud pada ayat (2) terdm dan
‘ kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. _

Identltas peserta dibuktikan dengan kepemlhkan kartu yang memuat nama

umur, jenis kelamm alamat domisili dan pekerjaan.

Kepesertaan jaminan. kesehatan dikembangkan secara bertaha.p hmgga |

* mencakup seluruh penduduk (iotal coverage).

Penyelenggara Jaminan Kesehatan baik yang dikelola oleh PT. ASKEb Wajlb.

. mendaftarkan pesertanya kepada Badan Penyelenggara berskala’ Kabupaten.

" Pasal 9

, Persyaratan rnen_]adl peserta Jamkesda meliputi :

a.

.penduduk yang memiliki Kartu Tanda PPnduduk (KTP) tetap dan/ atau Kartu.

- Keluarga (KKJ;

. belum memiliki jaminan lfesehatan dari Pemerintah, mst1tus1 swasta atau

N asurans1 kesehatan pribadi;

anak yang lahn dari peserta Jamkesda secara otomatls m\,njadl peserta

' Jamkesda




A mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan kesehatan dan. .-

BAB Vv
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
. Bagian Kesatu
| |  Pasal 10
Peserta program Jamkesda berhak untuk:

standar prosedur pelayanan kesehatan yang telah dltetapkan dalam ketentuan -
o program Jamkesda; '

.'. b mendapatkan informasi dan /atau penyuluhan keSe‘iatan atau informasiv yang -

- berpotens1 mengancam atau mengganggu keschatan ‘warga masyarakat yang
* benar atau akurat dari pemenntah .
Bagian Kedﬁa’
Kewajiban
- Pasal 11

’ Peserta program Jamkesda mempunya1 kewa_uban

a. mengnkutl prosedur pelayanan kesehatan yang sudah d1tetapkan dalam

. program Jamkesda;

b. menJunJung tinggi kaidah atau etika pelayanan kesehatan yang d1tetapka.n oleh

'PPK. .

~ BAB VI

MANFAAT DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
o Baglan Kesatu
- Manfaat
Pasal 12

: (1) Setlap peserta program Jamkesda berhak menerima manfaat Jamman 3

A kesehatan sesuai dengan besarnya iuran/premi yang dibayarkan. -

: (2) Manfaat program _]amman kesehatan sebagaimana dlmaksud -pada ayat (1)

o ‘bersﬁ'at pelayanan Jasa kesehatan

(3) 'Pelayanan jasa kesehatan yang dlberlkan kepada’ poserta program Jamkesda

. bersifat menyeluruh (konprehenszf) sesuai dengan kebutuhan medis.

{4) Untuk jenis pelayanan yang tidak ditanggung dalam paket program Jamkesda,

: menjddl tanggung]awab peserta

-Pasal 13

(1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang

berjenjang dengan menganut pnn31p sistem ruJukan




@
L ‘peléyanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistim rujukan.

@

(”)

S1stem rujukan sebagmmana dimaksud pada ayat (1) hanya dlbenkan

_ berdasarkan atas indikasi medis.

@

Bagian Kedua '
" Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 14 S .
Jenis pelayanan kesehatan dasar yang d1ber1kan lfepada peserta Jamkesda " -

L mehpuu

Ca
b,

@

rawat J alan Tingkat Pertama (RJTP), :
rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
C.

rawat Inap Tingkat Pertama (RITP); dan
d.

rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

Ketentuan lebih lanjut mengena1 jenis pelayanan kesehatan dalam

- penyelenggaraan program Jamkesda diatur lebih lanJut dalam suatu pexjanjlan :

o antara Unit Penyelenggeua Jamkesda dengan peserta dan PPK.

@

BAB.VII
PPK
Pasal 15

PPK wajib memberikan jasa pelayanan keéghatén sesuai prosedur dan standar,

"PPK sebagaimana dJmaksud pada ayat (1) adalah sarana pelayanan kesehatan

o Inlllkl pemerintah dan / atau swasta yang telah terikat kerjasama dengan Unit |

“Jamkesda.

Pelayanan kesehatan yang berjenjang dengan menganut pﬁnsip rujukan :

- qebagaumana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar md1kas1 med1s

~dan bukan atas permintaan sendiri peserta Jamkesda.

Pasal 16

Dalam hal sebuah sarana pelayanan keséhatan belum terikat keljaséma

: 'dengan Unit Penvelenggara Jamkesda dalam memberi jasa pelayanan-

kesehatan peserta Jamkesda tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan

s_epanjang ‘kondisi kesehatannya berada dalam keadaan lritis dan segera

~.memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan.

2 Segala kewa31ban yang timbul dalam bentuk pembebanan blaya pelayanan
kesehatan dari sarana pelayanan kesehatan  kepada peserta Jamkesda -
diatur secara tekmis ‘oleh Unit_

:Pcnyeleng'gara Jamkesda dengan tetap mempertimbangkan batas-batas -

sebagéimana dimaksud pada ayat (1),‘



)

| )

N ‘A_pembayaran blaya Jasa pelayanan kesehatan kepada Badan pelaksana -

N PPK Jamkesda meliputi :

~.kewa31ban yang ditanggung oleh Unit Penyelenggara Jamkesda sesua1 yang

dlpte anj 1kan

‘ Pasal 17 :
Dalam hal peserta Jamkesda membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, hak
peserta Jamkesda atas kelas pelayanan di Rumah Sakit dlbenkan berdasarkan

kelas standar
Penentuan kelas standar di Rumah Sakit dan batas—batas hak peserta

Jamkesda untuk memilih kelas pelayanan kelas di Rumah Saklt akan
ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

' Pasal 18

__'PPK berhak untuk menerima dan/atau meminta penyelesaian atau

Jd a.mkesda sesual yang pemanpkan

. Pelaksanaan pembayaran biaya iasa pelayanan kesehatan oleh Badan : '
'pelaksana Jamkesda kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara : " | '

‘a. menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat

pertama; dan

j b 1ﬁe11ggunakan sistemn klaiin, paket. atau sistem lain yang akan di.tetaﬁkan -

- kemudian dengan Unit Penyelenggara J amkesda.

BAB VIII =
JENIS PELAYANAN
. Pasal 19

a. puskesmas dan jaringannya untuk membenkan pelayanan kesehatan
L ,__'d'lsar dan

: b. -rumah Sakit milik Pemerintah Daerah maupun swasta yang bekerja sama

.

den-gan UPT Jamkesda untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan. -

PPK di luar yang ditetapkan seba§aim’ana dimaksud pada'.ayat (1), apabila - °

' memberikan pelayanan kesehatan pada peserta Jamkesda tidak bisaidiganﬁ .

pembiayaannya, kecuali dalam keadaan kegawat-daruratan atau keadaa.n o

: .tertentu yang d1tetapkan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)




@)
' 'dltetapkan oleh UPT Jamkesda.

(1) |
A rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap ngkat Pertama' ‘

@

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya sesuai peraturan

SR S -

e
.

Penbgant1an biaya pelayanan keqehatan sebagalmana d1maksud pada ayat (2)

Pasal 20

' ‘Peserta berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan mehpuu

(RITP) dan

‘b, rawat Jalan ngkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tirigkat- o

LanJutan(RITL) : - |
'RJTP s\.bagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf a, d11aksanakan pada Pusat

. perundangan yang berlaku, meliputi :

" a. konsultasi dan pemenksaan medis;

=3

pelayanan laboratorium dan penunjang dlagnostlk launnya
rehabilitasi medik; _ ‘

tindakan medis kecﬂ / sederhana A

ppmenksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal
pemeriksaan ibu hamil (ANC);

peineriksaan ibu nifas (PNC);

. pemeriksaan bayi; S N
pembenan obat sesuai Daftar Obat Esen31a1 Nasional (DOEN) dan/ atau

obat yang tersedia di Puskesmas sesuai 1nd1kas1 medis; dan

j. - pelayanan gawat darurat (emergency). . o ‘
'RITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada

_.'" Puskesmas Perawatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mehput1

akomoda51 rawat 1nap,
konsultasi medis;
~ pemeriksaan fisik; o _
pelayanan laboratorium dan penunjaiig diagnostik lainnya ;
' tindakan medis kecil/sederhana; ' ' o
'szemberlan obat sesueu Daftar Obat Esensial Nas1onal (DOEN) dan/ atau

obat yang tersedia di Puskesmas sesuai 1nd1ka31 med1s

N g. persalinan dan;

=

v

L h. pelayanan gawat darurat (emergency)
@
' pohkhmk spesialis Rumah Sakit, meliputi :

~ a. konsultasi dan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis;

RJTL sebagmmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, d1laksanakan pdda



- b pemeriksaan penun_]ang diagnostlk laboratonum khmk dan PA radlologlv
a ‘dan elektromedik; '
..¢. tindakan medis kecil, sedang, dan beSar;
@ R : .d. pemenksaan dan pengobatan gigi;
3 . €.- pemberian obat-obatan generik dan mengacu Formulanum Program
g Jamkesda, |

f. pelayanan haemodialisa; dan
g pelayanan transfusi darah. o
- (5) RITL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).huruf b, dllaksanakan pada ruang
. perawatan kelas III, meliputi :

akomodasi rawat inap; - _

konsultasi dan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis;
| pémcriksaan penunjang diagnostik, meliputi :

laboratorium klinik dan PA; dan - '

radiologi dan elektromedik. N
_ tindakan medis atau operasi sedang, besa.r, dan khusus -
h pelayanan rehabilitasi medis; '
. ,perawatan intensif (ICU/NICU/ PICU ICCU, HCU),
, pembenan obat—obatan generik dan mengacu Formulanum Program
o i Jamkesda, |

- .' o - pelayanan transfusi darah

bﬁ@n' Moo a0 TP

e
.

-

L k. pelayanan haemodlahsa

' E.('6_),b_ Dalam hal peserta penenma manfaat RITL sebagaimana dlmaksud pada ayat

: (b) tidak dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III atas permmtaan
sendiri, maka haknya untuk memperoleh jaminan gugur. '

Pasal 21 |
(1) J ehio’ pelayanan kesehatan yang di batasi meliputi:
-a. kaca mata; | . |
_' b alat bantu dengar;
c alat bantu gerak
A ~d kemoterapl ‘ ‘
- ; ' e. tindakan hemodialisa; dan
| f. biaya penggantian tranfusi darah. .
(2) : Jems pelayanan kesehatan yang tidak djjamin J amkesda mehpu’a
e a pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan program Jamkesda
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pelaiyanan tingkat lanjut tanpa ada surat rujukan dari PPK tingkat
pertama; ' ‘ ' ’
péserta yang tidak berhak;

general check up;

' pelayanan yang betujuan untuk kosmetlka
: pelayanan yang bertujuan ingin anak; A
pelayanan kesehatan yang tidak berda'sarkan 1nd1kas1 med1s

pelayanan cangglh (operasi Jantung paru kedokteran nukhr MRI

ESWL, transplantasi organ, dan CT scan)
kejadian sakit atau,penyakit ak1baf force mejeure sepertl gempa buml

banjir,tanah longsor, dan lain-lain;

| pembersihan karang gigi dan usaha meratakan g1g1,

: prothesns gigi tiruan;

toﬂettenes susu, obat gosok dan lain-lain;

pengobatan alternatif (akupuntur dan pengobatan tradlslonal)

. ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain;

sakit yang alsebabkan karena mengkonsumm mmuman beralkohol
narkotika, dan obat terlarang lainnya;

biaya obat diluar obat-obatan generik dan diluar Formularium Program
Jamkesda; | |

imunisasi selain imunisasi dasar dan i 1mun1sa51 ibu hamil;

cacat bawaan sejak lahir seperti downsmdrom hldrocepalus, kelaman |

Jantung bawaan, dan thalassemia;

. autopsi dan visum et repertum;

upaya bunuh diri; _
ﬁélayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan .
penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas;

pemulasaraan _]enazah

keur dokter;

peraeriksaan calon penganten; dan

pemeriksaan haji.

Dalam pélaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus diberikan, maka pihak PPK wajib menginformasikan kepéda pasien

sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin dan pelayanan yang

- dibatasi.-
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Pasal 22 _
(1) “Peseft-a Jamkesda yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK dan
- jaringé.hnya harus menunjukkan Kartu Jamkesda.
(2) Pesei'ta Jamkesda yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah :
Sakit harus menun_;ukkan Kartu Jamkesda dan surat ruJukan ddI‘l
' Puskesmas _ _
3) Ketentuan sebagalmana dlma.ksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku

. untuk pelayanan gawat darurat.

" (4) Pelayanan rawat inap di Puskesmas dan Rumah Saklt persyaratannya harus

dﬂengkapl paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak peserta
Jamkesda mendapatkan pelayanan rawat inap. '

5) Apabﬂa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi melebihi
.2 (dua) hari kerja, maka pcrh1tungan pemblajaan Jamkesda dihitung mulai 2

(dua). hari sebelum persyaratan dilengkapi. .

Pasal 23

(1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dibayar

. berdasarkan klaim sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku,

- dengan tetap menganut prinsip kendali mutu dan kendali biaya. -

B {2) Dalam rangka kendali mutu dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

' setlap klaim akan dilakukan verifikasi oleh UPT Jamkesda.

'BAB IX
SUMBER DANA
Pasal 24

-Biaya penyelenggaraan program Jamkesda bersumber dari Sub81d1/ bantuan

. pemerintah daerah yang dialokasikan lewat APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 25

- (1) Selam sumber pembiayaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 23, Umt

‘ B§nyelenggara Jamkesda dapat menerima bantuan dari berbagai p1hak

- sepanjang tidak bertenténgan dengan peraturan perundangLundangan yang
~ berlaku. '

(2) .Sumber pembiayaan program Jamkesda yang beraéal dari'bantilan pihak lain

i sebagalmana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dan
DPRD



BAB X N
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan

o Pasal26 o
' ~(1) -Danél-J amkesda wajib dikelola dan dikerhbangkan oleh Unit Penyeléﬁggara Jamkesda -
| secara’ optimal untuk mendapatkan hasil Yang memadai dengan tetap

-memperhmbangkan aspek likuiditas, akuntabﬂltas prinsip kehati- hatlan dan
o 1 keamanan keuangan program Jamkesda sebagai dan amanah S
Q) I(ebgakan Unit Penyelenggara Jamkesda dalam mengelola dana Jamkesda harus '
 tunduk pada peramrdn perundang—undangan yang berlaku ‘
(3)' ;Pengelolaan dana Jamkesda oleh Unit Penyelenggara Jamkesda harus sesuai dengan. o
, standar akunta51 yang ber‘aku " '

_ | | L Pasal 27 R
" Unit Penyelenggara Jamkesda wajib membentuk dana cadangan teknis sesuai dengan
standar praktik aktuaria. - ‘ -

Baglan Kedua
Pengawasan

. Pasal 28 _
' (1):' Pemeﬁhtah daerah wajib melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin
. pengelolaan stabilitas keuangan Jamkesda secara akuntabel, serta dalam rangka |

| -menjamin penyelenggaraan program Jamkesda secara 'berkesihambungah "

‘ (2) Tindakan-tindakan khusus dimaksud dapat berupa pembmaan dan / atau

T pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda.

_(3) | Pernbmaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda sebagan‘nana
'+ dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan olch Bupati melalui Dinas Kesehatan

Kabupaten Tapanuli Tengah

o B | Pasal 29 | |

o (1) Selain péngaWasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas, pengelolaan' keuangari

o '_Jamkesda juga tunduk pada aturan mekanisme pengawasan keuangan negara dan
- daerah. : : »
(2) ‘Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kepélda pub]jk Unit Penyelenggara N

' Jamkesda wajib mengumumkan setiap tahun kondisi keuangan Jamkesda lewat |

-‘ .I media cetak. |
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_ Pasal 30
DPRD berhak meminta keterangan Umt Penyelenggara Jamkesda terkalt dengan

. adanya ketimpangan pengelolaan keuangan Jamkesda.

Penggunaan hak DPRD dalam meminta ke‘rerangan kepada Unit Penyelenggara ‘_
Jamkesda sebagaimana dimalksud pada ayat (1) hanya. dlmungklnkan manakala Unit
Penyelenggara Jamkesda sudah menjadi sorotan pubhk karena adanya dugaan_

' penyalahgunaan keuang:,n Jamkesda

BABXI
MEKASNISME PENCAIRAN
Pasal 31

Mekamsme pencairan belanja Jamkesda melalui tahapan sebaga1 berikut :

e a

PT. Askes mengajukan pembayaran prerm blaya pelayanan JAMKESDA ke Bupatl .

3 Tapanuh Tengah
. kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu melakukan Venvﬂcas1 atas pengaguan prerm- -
" biaya pelayanan JAMKESDA kepada Bupau Tapanuli Tengah;

PPKKD selanjudnya meneliti kelengkapan dokumen . permohonan premi blaya

o pelayanan JAMKESDA;
d: berdasarkan pengajuan pembayaran biaya preru sebagalmana dJmaksud pada hurufa

 diatas, PPKKD menerb;tkan surat perintah membayar (SPM); -

surat penntah membayar d1a_]ukan kepada bendahara umum daerah (BUD) cq kuasa |

‘ 'bendahara urnum daerah untuk menerb1tkan surat penntah pencairan dana (SP2D); .

pencairan prerm biaya pembayaranan JAMKESDA dilakukari dengan mekanisme |

; 'pembayaran langsung (LS);

- pencairan Premi biaya JAMKESDA untuk tahap benkutnya dapat dllakukan setelah .

laporan pertanggun-awaban penggunaan biaya sebelumnya telah d1sampa1kan
kepada Bupati Tapanuli Tengah cq Dinas PPKKD; -
laporan pertanggungjawaban sebagaumana dunaksud pada huruf g mehputl laporan

- dan buktl-buku yang lengkap dan sah atas klim yang dilakukan PPK kepada PT. Askes

m
' s masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Unit Penyelenggara Jamkesda

BAB X11
PENGELOLAAN INFORMASI
‘ Pasal 32

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraén program Jamkesda bagi warga o

- mengemba_nkan sistem informasi pelayanan publik. -



g

| (2) Pengembangan sistem informasi public ‘tentang program - Jamkesda

. sebagaiména dimaksud pada ayat ('1), dilakul;an secara terbuka dan mudah ‘

- diakses oleh warga masyarakat.

Pasal 33 -

: Inforrna31 pubhk terkalt dengan penyelenggalaan program J amkesda sebagalmana o
dlmaksud dalam Pasal 3 1, sekurang—kurangnya memuat tentang: ‘

D a Eproﬁl penyelenggara

.. _:standar pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kesehatan
| :pengelolaan pengaduan; '
pengawasan dan pertanggun.awaban pengelolaan keuangan J amkesda dan

. pemlaxan kinerja.

' BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

: Ketentuan lebil: lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupat1 ini dJatur dengan
' -.:Keputuban Bupati. '

Pasal 35 . .

4 Peraulran Bupah 1m mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan . _
o :-“Agar seétiap orang mengetahumva mernetintahkan penglmdangan Peraturan Bupatl ini
.dengan penempatannya dalam Berita Dae¢rah Kabupaten Tapanuh Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal /6 mz/ 2013

BUPATI TAPANULI TENGAH,
. td |
RAJA BONARAN SITUMEANG

 Diundanglan di Pandan
Pada ta.nggal 16 Me1 2013




